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Advokasi Anggaran Penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bandung 

Latar Belakang 

Saat ini HIV-AIDS telah menjadi masalah besar di Indonesia. Khusus di Kota Bandung jumlah 

kasus HIV-AIDS mencapai 5.624 kasus pada akhir 2020. Data dari Dinas Kesehatan Kota 

Bandung, Jawa Barat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam periode 10 tahun 

terakhir. Peningkatan jumlah kasus ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota 

Bandung dalam membuat komitmen dan mengalokasikan anggaran dari APBD secara khusus 

dalam kebijakan penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS. 

Proses 

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bandung bukan hanya 

menjadi tanggung jawab dinas kesehatan melainkan tanggung jawab semua instansi terkait. 

Melalui kegiatan koordinasi dan monitoring, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung 

memetakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memudahkan 

pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV (P2HIV) di setiap SKPD, serta 

melakukan fungsi koordinasi dan advokasi terkait kebutuhan anggarannya. 

Hasil 

Sejak 2009 sampai saat ini Pemerintah Kota Bandung sudah mengalokasikan anggaran 

P2HIV melalui dana Hibah KPA Kota Bandung dengan nominal anggaran sebesar 500 juta 

sampai dengan 1,9 milar rupiah.  

Pembelajaran 

Komunikasi dan advokasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian 

SKPD dalam program P2HIV di Kota Bandung sehingga mereka dapat mengalokasikan 

anggaran P2HIV melalui dana Hibah setiap tahunnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Penjangkauan pada Kelompok PWUD, LSL, TG, dan PS di Pontianak  

Latar Belakang 

Program pencegahan HIV melalui transmisi seksual (PMTS) dan pengurangan dampak buruk 

narkoba (PDBN) merupakan bagian dari strategi yang digunakan untuk mengurangi epidemi 

HIV. Namun, tanpa disadari, irisan isu di antara kedua program tersebut belum terakomodasi  

secara komprehensif. Pada komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dan 

wanita pekerja seks (WPS) hanya difokuskan pada program PMTS, sementara isu dan 

kebutuhan komunitas LGBT dan wanita pekerja seks terkait pengurangan dampak buruk 

konsumsi narkoba belum menjadi prioritas dalam respon penanggulangan HIV khususnya di 

Kota Pontianak 

Proses 

Prioritas penjangkauan dialihkan pada  komunitas LGBT dan WPS yang menggunakan 

NAPZA dan bermasalah dengan hukum terkait penggunaan NAPZA. Penjangkauan ini 

dilakukan melalui aplikasi smartphone yang akan menghubungkan antara komunitas dengan 

penyedia layanan dasar sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Hasil 

Pada periode Oktober 2020 sampai dengan Mei 2021 ada 234 people who use drugs (PWUD)  

yang dijangkau dan mengunduh/ mengakses layanan aplikasi KLIK. Mereka terdiri dari 115 

lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), 1 transgender, 25 WPS dan 106 laki-laki. 

Penggunaan narkoba di kalangan LSL sangat tinggi dikarenakan adanya semacam trend 

menggunakan narkoba untuk berhubungan seks.   

Pembelajaran 

Adanya temuan PWUD LSL yang menggunakan narkoba untuk berhubungan seks, membuat 

pelibatan komunitas LSL secara massal diperlukan untuk menekan angka prevalensi HIV 

khususnya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Melalui upaya ini, diharapkan target 3 zero 

2030 dapat tercapai. 
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Dampak Pandemi Covid-19 bagi Orang dengan HIV-AIDS 

Latar Belakang 

HIV-AIDS bukan hanya masalah kesehatan tetapi juga sosial ekonomi. Banyak orang dengan 

HIV-AIDS (yang kurang mampu. Berdasarkan data KPA Kota Bandung, ada sebanyak 153 

ODHA yang tercatat kurang mampu serta memiliki penghasilan di bawah UMR. Hal ini 

diperburuk dengan kondisi wabah covid-19. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan 

penghasilan sehingga sulit mengakses layanan kesehatan.  

Proses 

Permasalahan ekonomi akan berdampak pada kondisi kesehatan karena ODHA banyak yang 

putus obat padahal mereka harus mengonsumsi obat setiap hari seumur hidupnya. Melalui 

survei cepat yang dilakukan di awal wabah covid-19, ditemukan sekitar 53 persen responden 

kehilangan penghasilan. Selain itu, dampak dari covid-19 membuat sekitar 80 persen 

responden merasakan kecemasan dan ketakutan. Untuk itu, KPA Kota Bandung melakukan 

pendataan bagi ODHA yang membutuhkan bantuan. Hasilnya, sebanyak 153 orang di 

antaranya memerlukan bantuan.  

Hasil 

KPA Kota Bandung memprakarsai program bantuan modal usaha bagi ODHA. Program ini 

dilakukan atas kerja sama dengan Dinas Sosial, Baznas Kota Bandung, serta Rumah 

Cemara.  Program ini membantu pemenuhan kebutuhan keluarga ODHA sehari-hari serta 

transport untuk mengambil obat antiretroviral (ARV). Data menunjukkan, sebanyak 142 orang 

mendapat bantuan modal usaha, 23 orang mendapat bantuan layanan BPJS PBI (Penerima 

Bantuan Iuran), serta 5 orang mendapat bantuan pelunasan biaya berobat di rumah sakit. 

Pembelajaran 

Melalui bantuan ekonomi ini, ODHA bisa mengakses layanan kesehatan secara maksimal 

sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan memperkecil kasus drop out ARV. 

Diharapkan, target “3 Zero pada 2030” dapat tercapai. 
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Menuju Masyarakat Kota Medan Sehat dan Peduli 

Latar Belakang 

Berdasarkan hasil Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI Tahun 2019, di Sumatera 

Utara diperkirakan penduduk yang pernah menggunakan narkoba sebanyak 1.707.936, 

sedangkan estimasi menggunakan narkotika dalam kurun waktu 1 tahun terakhir sebanyak 

1.585.941. Dari hasil survei di 34 provinsi di Indonesia, angka prevalensi tertinggi adalah 

Sumatera Utara. 

Data jangkauan dan pendampingan yang dilakukan Yayasan Medan Plus terhadap pengguna 

narkotika pada 2020 hingga Mei 2021, pengguna narkotika yang terjangkau 568 orang dan 

64 orang jangkauan PWUD HIV(+). 

Proses 

Melakukan audiensi kepada pemangku kebijakan (DPRD, Kesbangpol, Dinas kesehatan, 

KPA) untuk bertemu dan menyampaikan secara langsung tentang kebutuhan dan 

permasalahan yang dialami pengguna narkotika. Selain itu, audiensi dilakukan untuk 

menyampaikan pentingnya bekerja sama dan berkolaborasi dalam penanggulangan dampak 

buruk narkoba demi mewujudkan program pemerintah daerah yaitu menuju Medan Bersinar 

(Bersih dari Narkoba).  

Memberikan gambaran kepada pemangku kebijakan bahwa kolaborasi antara pemerintah 

dan masyarakat dapat membantu semua pihak untuk mendapatkan pendidikan mengenai 

bahaya narkotika, sehingga masyarakat lebih peduli terhadap permasalahan narkotika dan 

isu kesehatan lainnya. 

Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat di Kota Medan dalam permasalahan narkotika 

dan kesehatan lainnya, maka dilakukanlah pedekatan ke masyarakat melalui pembentukan 

Pusat Layanan Informasi dan Edukasi Narkoba dan HIV-AIDS di 10 kecamatan. Para kader 

yang terlibat terdiri dari ibu-ibu PKK, pemuda karang taruna, kepala lingkungan, relawan 

kemanusiaan, dan aktivis pendamping orang dengan gangguan jiwa. Setelah mendapat 

informasi yang memadai, mereka didorong membentuk kelompok dengan nama “komunitas 

positif”. Kelompok ini menjadi wadah berbagi informasi dan edukasi narkotika dan kesehatan 

lainnya.  

Hasil 

Sudah Berjalan 

1. Terintegrasinya layanan narkotika dan layanan kesehatan lainnya; 

2. Berkolaborasi dengan pendukung sebaya untuk menjangkau dan mendampingi klien 

yang memiliki latar belakang pecandu narkotika; 

3. Berkolaborasi dengan biro hukum dan biro psikologi untuk menerima rujukan klien/ 

penerima manfaat yang membutuhkan layanan tersebut;  

4. Melakukan kerja sama dengan Puskesmas Teladan untuk melakukan mobile VCT 

bagi klien rehabilitasi narkotika; 

5. Memperjuangkan hak pecandu narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi 

dengan merujuk ke layanan Biro Hukum yang ada di Yayasan Medan Plus; 

6. Memasukkan usulan program penanggulangan narkotika ke RPJMD melalui KPAP 

Sumut; 
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7. Edukasi, berbagi informasi serta pengalaman hidup pecandu dan orang yang hidup 

dengan HIV dengan nama “The Power of Sharing” ke masyarakat melalui Live 

Steaming Instagram (rehabilitasimedanplus_mp), facebook (Medan Plus).  

Masih dalam Proses 

1. Akan melakukan kerja sama dengan Kesbangpol Kota Medan dalam membentuk 

posko edukasi narkotika di 22 kelurahan di Kota Medan.  

2. DPRD akan melibatkan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk ikut serta dalam 

kegiatan reses/ masa reses DPRD Sumut yang bertujuan untuk memperoleh masukan 

serta untuk menyerap aspirasi masyarakat yang akan di teruskan kepada eksekutif. 

3. DPRD Sumut akan melibatkan Medan Plus dalam kegiatan sosialisasi Perda Provinsi 

Sumatera Utara No.1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.  

4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara akan melibatkan Medan Plus 

dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). 

5. Akan terus mendorong program penjangkauan penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah Sumatera Utara dengan menggunakan 

Aplikasi Klik, yang pendanaannya akan didukung oleh APBD Provinsi Sumatera Utara 

melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. 

Pembelajaran 

- Pendekatan, kerja sama, dan kolaborasi dengan semua pihak, baik masyarakat, 

organisasi masyarakat sipil (CSO), dan pemangku kepentingan lainnya, sangat 

diperlukan dalam melakukan kegiatan yang berkesinambungan demi mencapai satu 

tujuan, yaitu Kota Medan Bersinar (bersih dari narkotika). 

- Mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyalahgunaan zat dan orang yang 

hidup denagan HIV. 

- Mengoordinasikan setiap kegiatan kepada pemangku kepentingan dapat membuat 

hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi lebih baik. 

Pernyataan Pejabat Pemerintah: 

Sekretaris Kesbangpol Kota Medan 

Menyambut baik kerjasama dan kolaborasi dalam hal penanggulangan dampak buruk 

narkotika di Kota Medan, sebagai bagian dari pencegahan kepada masyarakat secara 

berkesinambungan.  

Sekretaris KPA Kota Medan 

Mengajak Medan Plus bersama-sama melakukan audiensi kepada Majelis Ulama 

Indonesia, Badan Kerja Sama Antar Gereja, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 

Perwalian Umat Budha Indonesia untuk merencanakan sosialisasi dan edukasi 

kepada para penceramah di semua agama. 

Pengelola Program KPA Provinsi Sumatera Utara 

Menyusun konsep penanggulangan narkoba di Kota Medan untuk diajukan ke Ketua 

DPRD dan Walikota Medan yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Penanggulangan Narkoba pada 

anggaran Kota Medan tahun 2021-2024 Implementasinya bisa dilakukan dengan 

Dana Desa.  

Dinas kesehatan Kota Medan 

Akan melibatkan Medan Plus dalam meningkatkan kualitas SDM di layanan kesehatan 

terkait Napza dan HIV. Dinas Kesehatan Kota Medan meminta Medan Plus untuk 

membuat pusat informasi dan edukasi mengenai permasalahan NAPZA dan HIV di 

setiap layanan kesehatan di Kota Medan. 

Ketua DPRD Sumatera Utara 

Akan menjalin kerjasama agar sosialisasi HIV-AIDS dan narkoba dapat diseleraskan 

dalam reses DPRD Sumatera Utara. Ketua DPRD Sumatera Utara akan menyurati 

anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan MEBIDANGRO (Medan, Binjai, 

Deli Serdang, dan Karo) untuk memberi ruang sosialisasi HIV/AIDS dan Narkoba 

dalam reses atau sosialisasi Perda No. 1 tahun 2019 tentang Narkotika. Ketua DPRD 

Sumatera Utara siap memulainya.   

Akan dibahas usulan anggaran TFT para penggiat HIV dan Narkoba dalam rapat 

badan anggaran berikutnya.TFT ditujukan kepada guru- guru UKS, perwakilan tenaga 

kerja perusahaan, ibu-ibu PKK, organisasi pemuda dan organisasi keagamaan. 

Kepala Lingkungan dapat melakukan sosialisasi narkoba dan HIV di setiap 

lingkungan. 
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Intervensi Program Harm Reduction Pada Pengguna Sabu di Kota 

Makassar 

Latar Belakang 

Penggunaan narkotika jenis ATS (amphetamine type stimulants) khususnya sabu sejak 

beberapa tahun belakangan masih menjadi isu penting hampir di seluruh kota besar di 

Indonesia, termasuk Makassar. Salah satu isu mengenai dampak dari penggunaan sabu 

berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk HIV, IMS, TB dan kesehatan jiwa. 

Dalam hal ini, terdapat kecenderungan perilaku berisiko yang memungkinkan terjadinya 

penularan HIV dan Hepatitis C, terutama melalui hubungan seks yang tidak aman (memiliki 

pasangan lebih dari 1 orang dalam waktu yang sama dan penggunaan kondom yang rendah). 

Pusat Penelitian HIV (PPH) Atmajaya pada 2017 melakukan asesmen awal situasi 

penggunaan sabu dan penularan HIV di Kota Makassar terhadap 250 responden yang terdiri 

dari 84,4% laki-laki dan 15,6% perempuan. Kajian itu menghasilkan sejumlah temuan penting 

di antaranya hasil pemeriksaan data biologis menunjukkan prevalensi HIV sebesar 2.28%, 

Hepatitis C sebesar 9,03% dan infeksi menular seksual (IMS) sebesar 1,2%. 

Dilihat dari karakteristiknya, pengguna narkoba cukup bervariasi berdasarkan jenis kelamin, 

usia, lama penggunaan, dan mobilitasnya (dalam hal ini mereka memiliki mobilitas sangat 

tinggi atau berpindah-pindah tempat menggunakan).  

Dari hasil penjangkauan di lapangan pada 4 tahun belakangan, ditemukan fenomena sabu 

mulai marak disuntikkan. Padahal, beberapa pengguna sabu bahkan tidak pernah memiliki 

riwayat menggunakan napza jenis opioid (heroin). Selain itu, pengetahuan soal HIV, IMS, 

adiksi serta pengalaman akses kesehatannya sangat rendah karena masih terbatasnya 

informasi, intervensi program dan ketersediaan layanan harm reduction bagi pengguna ATS/ 

sabu di Kota Makassar.  

Proses 

Berdasarkan kajian di atas, disimpulkan perlu adanya bentuk dukungan program untuk 

menanggapi situasi tersebut. Dukungan itu terutama berkaitan dengan kebutuhan program 

intervensi bagi pengguna sabu dalam sektor kesehatan, hukum, dan psikososial. Selain itu, 

diperlukan adanya strategi pendekatan untuk mengurangi dampak buruk penggunaan sabu 

dan meningkatkan akses penggunanya ke layanan kesehatan.  

Pada April 2018, Lembaga Persaudaraan Korban Napza Makassar (L-PKNM) bekerja sama 

dengan Mainline Netherlands telah memulai intervensi program pengurangan dampak buruk 

pada pengguna sabu di Kota Makassar. Setelah kerjasama program ini berakhir, pada 

Oktober 2020, memanfaatkan sumberdaya kemitraan dengan Rumah Cemara melalui 

dukungan Elton John AIDS Foundation (EJAF), L-PKNM melakukan re-strategy aktivitas 

program “Community-Led Mobile-Based Harm Reduction” dengan mengajukan inisiasi 

keberlanjutan intervensi program pada pengguna ATS/ sabu.  

Melalui rencana kerja yang baru,  sejak September 2020 telah dilakukan perluasan intervensi 

program pada target sasaran penerima manfaat yang juga menyasar pengguna ATS/ sabu, 

khususnya dari latar belakang populasi kunci LSL, transgender, dan pekerja seks di Kota 

Makassar.  
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Hasil 

Melalui intervensi perluasan target ini - yang telah disepakati dengan Rumah Cemara - 

akhirnya penjangkauan, peningkatan kapasitas, serta peningkatan akses ke layanan 

kesehatan dapat tercapai. Selain itu, peer educator juga terbentuk di wilayah atau hotspot 

pengguna ATS/ sabu di sejumlah tempat di Kota Makassar. Sejak September 2020 hingga 

Mei 2021, sebanyak 372 pengguna ATS/ sabu berhasil dijangkau. Mereka terdiri dari 202 laki-

laki, 27 perempuan, 15 pekerja seks, dan 13 transgender.  

Pembelajaran 

Re-strategy program ini dapat mendukung keberlanjutan intervensi pencegahan HIV, 

meningkatkan perhatian stakeholder terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Makassar  

melalui puskesmas penyedia layanan harm reduction pada pengguna ATS/ sabu dan juga 

mendukung Peraturan Menteri Kesehatan RI No.21/ 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS 

yaitu 3 zero 2030. Yang dimaksud dengan 3 zero ini adalah zero new infection, zero AIDS 

related death, dan zero disicrimination melalui perluasan target program HIV dan harm 

reduction, sebab pengguna sabu di Kota Makassar juga banyak tersebar di berbagai latar 

belakang populasi kunci. 

 

"Saya berterima kasih karena telah mengajak Puskesmas Jumpandangbaru sebagai 

salah satu mitra kerjasama dalam program EJAF aplikasi bergerak KLIK. 

Alhamdulillah, selama bekerja sama dengan L-PKNM, akses layanan kesehatan bagi 

pengguna Napza (dapat meningkat-pen) khususnya pengguna ATS ataupun sabu 

yang selama ini sangat minim dalam mengakses layanan kesehatan di Kota 

Makassar". - Sutriany Suhaib (Pengelola HIV Puskesmas Jumpandangbaru) 
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Kerjasama L-PKNM dengan Bidang Program Hepatitis Dinas Kesehatan 

Propinsi Sulawesi Selatan untuk Akses Pemeriksaan HCV-RNA dan 

Pengobatan Hepatitis C Gratis Pada PWID, ODHA dan PWUD 
 

Latar Belakang 

Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus hepatitis tertinggi di kawasan Asia 

Tenggara, dengan perkiraan 28 juta orang yang hidup dengan virus Hepatitis B dan/ atau 

Hepatitis C. Hanya 1 dari 5 orang yang menyadari diri mereka terinfeksi. Direktorat 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI melaporkan lebih dari 

1,01 % penduduk  Indonesia, atau sekitar 3 juta orang terinfeksi Hepatitis C. Kebanyakan dari 

mereka adalah laki-laki berusia antara 20-40 tahun.  

Dari 28 juta orang yang terinfeksi virus hepatitis di seluruh Indonesia, 50% di antaranya 

berpotensi mengalami penyakit hati kronis, 30% berpotensi mengalami fibrosis hati, dan 5% 

berpotensi mengalami kegagalan hati atau kanker hati. Data dari Kementerian Kesehatan RI, 

dan mengacu pada penelitian Martinello M, Amin J, Matthews G V, dan Dore GJ (2016) dari 

Kirby Institute, UNSW, Australia, Prevalence and disease burden of HCV coinfection in HIV 

cohorts in the Asia Pacific region: A systematic review and meta-analysis, terdapat temuan 

bahwa prevalensi HCV sangat tinggi pada ODHA dan penasun di Indonesia.  

Tercatat prevalensi pada penasun sebesar 81.6% dan ODHA 17.9%, sehingga ODHA dan 

Penasun direkomendasikan untuk menjadi prioritas skrining HCV di Indonesia, termasuk di 

Kota Makassar. Sebagai permulaan, setiap provinsi didorong agar dapat memulai skrining 

HCV pada klinik yang melayani ODHA dan Penasun. Sayangnya, hingga saat ini di Provinsi 

Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, layanan akses pemeriksaan skrining HCV masih 

sangat terbatas, hanya terdapat pada 2 rumah sakit, dan 1 laboratorium di Dinas Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Selatan.  

Selain itu, kesadaran pentingnya deteksi atau pemeriksaan dini HCV di komunitas penasun 

dan ODHA masih sangat rendah. Banyak ODHA dan penasun yang enggan mengakses 

layanan hepatitis (pemeriksaan dan pengobatan) karena alur sistem rujukannya 

membutuhkan proses yang panjang.    

Proses 

Pada 2018 sudah tersedia pengobatan baru untuk Hepatitis C, yaitu Sofosbuvir. Obat ini 

merupakan bagian penting dari obat direct-acting antiviral (DAA) dan memiliki tingkat rasio 

kesembuhan mencapai 90-98% lebih, dengan efek samping yang hampir tidak ada. 

Perkembangan positif juga terjadi saat Gilead, pabrikan produsen Sofosbuvir, mengumumkan  

bahwa Indonesia masuk dalam salah satu dari 101 negara berkembang yang mendapatkan 

harga Sofosbuvir dengan merek paten Sovaldi. Selain itu, berlangsung juga program 

pengobatan Hepatitis C yang menggunakan DAA untuk 6.000 orang melalui Sub Direktorat 

Hepatitis dan ISP Kemenkes RI dan mendapat donasi 2.000 Daclastavir melalui Clinton 

Health Access Initiative (CHAI). Kombinasi jenis obat ini sangat diperlukan bagi orang dengan 

koinfeksi HIV-HCV yang juga menggunakan ARV.  

Melihat peluang tersebut, L-PKNM berhasil menjalin kerja sama dengan pengelola program 

Hepatitis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. L-PKNM dipercaya sebagai pihak yang 
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merekomendasikan penasun dan ODHA untuk mendapatkan pemeriksaan HCV-RNA dan 

pengobatan gratis.  

Melalui kemitraan dengan Rumah Cemara dan didukung Elton John AIDS Foundation (EJAF) 

dalam program Community-Led Mobile-Based Harm Reduction, L-PKNM saat ini telah 

menyebarluaskan informasi pemeriksaan dan pengobatan Hepatitis C mengunakan DAA ini 

kepada komunitas PWID, ODHA, dan juga PWUD.  Kegiatan berlangsung melalui 

peningkatan kapasitas, pelatihan, penjangkauan dan pendampingan.  

Hasil 

Penyebarluasan pemahaman dan pentingnya pemeriksaan serta sistem alur rujukan 

pengobatan Hepatitis C menggunakan DAA, khususnya di kalangan komunitas penasun dan 

ODHA di wilayah Kota Makassar, telah terlaksana. Di samping itu, lahir komitmen dari 

pengelola program hepatitis di Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan, dr.Hasriani 

Harun, yang menyatakan bahwa PWID yang dirujuk oleh L-PKNM dan memiliki BPJS akan 

diberi pemeriksaan HCV-RNA sekaligus secara gratis tanpa proses alur antri administrasi di 

laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Bagi PWID yang tidak memiliki 

BPJS Kesehatan, selain bantuan dukungan di atas, juga akan diberikan pemeriksaan 

fibroscan secara gratis yang dilakukan di klinik dokter spesialis peyakit dalam (KGEH). Meski 

demikian, jumlahnya terbatas hanya diperuntukkan bagi PWID yang diprioritaskan atau telah 

mengikuti proses asesmen dan wawancara awal di L-PKNM.  

Hingga Mei 2020, petugas lapangan L-PKNM telah berhasil mendampingi 62 orang untuk 

pemeriksaan HCV-RNA gratis. Mereka terdiri dari PWID, ODHA, PWUD, dan pekerja seks. 

Sebanyak 25 orang di antaranya berlanjut mengakses terapi pengobatan DAA.    

Pembelajaran 

Kerjasama ini telah meningkatkan eksistensi, kapasitas dan pelibatan bermakna L-PKNM oleh 

pemerintah daerah pada setiap program yang berhubungan dengan pengguna Napza dan 

ODHA di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini juga menjadi pintu masuk 

peningkatan akses terapi pengobatan HCV guna mencapai eliminasi Hepatitis C pada 2030 

di Indonesia. 
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Dukungan APBD Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk Petugas 

Lapangan/MK L-PKNM Tahun 2020 dan 2021 yang Tertuang pada SK 

Walikota Makassar 

Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia sudah semestinya menunjukkan komitmen politik yang kuat untuk 

mengembangkan kebijakan berimbang dan terpadu dalam penanggulangan HIV-AIDS dan 

dampak buruk penggunaan narkoba. Posisi masyarakat sipil sebagai mitra kerja pemerintah 

memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemerintah mengembangkan 

berbagai kebijakan, strategi, penganggaran, perencanaan dan implementasi program yang 

sesuai dengan kebutuhan populasi kunci (khususnya pengguna narkoba) terhadap akses 

layanan kesehatan.  

Namun hingga saat ini tidak dapat dipungkiri organisasi masyarakat sipil atau organisasi 

nonpemerintah masih sangat bergantung pada dukungan dana dari donor asing. Komitmen 

dukungan anggaran dari pemerintahpun, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar, untuk 

program penanggulangan HIV-AIDS, terutama pada program harm reduction, masih sangat 

terbatas.  

Kondisi ini makin menghawatirkan akibat berlangsungnya pandemi Covid-19 selama hampir 

dua tahun belakangan. Alokasi anggaran banyak terfokus pada penanggulangan pandemi 

tersebut, padahal aktivitas organisasi masyarakat sipil atau organisasi nonpemerintah di Kota 

Makasssar sangat bergantung pada anggaran yang tersedia.  

Proses 

L-PKNM melakukan audiensi dan koordinasi menyangkut awal pelaksanaan sebuah program. 

L-PKNM juga menempuh pendekatan persuasif, koordinasi intensif secara berkala, dan 

penyampaian laporan capaian program kepada sejumlah pemangku kepentingan. Pada 

sejumlah kegiatan seperti pertemuan koordinasi dan focus group discussion L-PKNM 

melibatkan perwakilan DPRD dan Pemerintah Kota Makassar. Melalui itu semua, L-PKNM 

mampu memperlihatkan eksistensinya sebagai organisasi yang kompeten pada isu HIV-AIDS 

dan Harm Reduction di mata Pemerintah Kota Makassar. 

Hasil 

Melalui strategi tersebut, sejak 2020 hingga saat ini (2021-pen), L-PKNM telah mendapat 

dukungan dana dari APBD Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar. 

Dukungan itu berupa alokasi biaya transportasi sebesar Rp350.000 kepada 4 petugas 

lapangan L-PKNM setiap bulannya.      

Pembelajaran 

Strategi advokasi yang sistematis mampu meningkatkan posisi tawar dan kepercayaan 

pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait di Kota Makassar terhadap L-PKNM. 

Strategi itu dijalankan melalui berbagai proses, di antaranya audiensi, pendekatan persuasif, 

koordinasi intensif secara periodik, publikasi aktivitas program, penyampaian laporan capaian, 

dan dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sebagai narasumber pada beberapa 

kegiatan dan program kerja.  
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Perlu diketahui, dukungan pendanaan ini sebenarnya telah ada sejak 2018. Namun saat itu 

hanya ada dua orgranisasi yang mendapatkan dukungan tersebut, yaitu lembaga yang masuk 

dalam skema program Global Fund, sebagai Sub-Sub Recipient dan Implementing Unit.     

"Saya harap kegiatan ini bukan hanya seremonial, tapi teman-teman komunitas 

korban napza di Makassar harus lebih giat lagi untuk melakukan upaya-upaya 

penanggulangan dampak buruk dari penggunaan narkotika melalui program harm 

reduction dan rehabilitasi yang saat ini dijalankan. Komunitas korban napza Makassar 

ini luar biasa, karena mampu membuat kegiatan lintas sektor tanpa bantuan 

pemerintah, tetapi dibiayai oleh donor dari luar. Ini sebagai gambaran bahwa 

organisasi L-PKNM luar biasa karena donor internasional sudah melirik organisasi ini." 

– Rudianto Lallo, SH (Ketua DPRD Kota Makassar 2019-2024)  

“Kami sangat terbantu dengan adanya program L-PKNM kerjasama dengan Rumah 

Cemara melalui EJAF. Terutama, dalam mempercepat kita punya tujuan akhir 

bersama yaitu fast track. Terutama lagi untuk dapat memaksimalkan layanan Harm 

Reduction yang ada di Kota Makassar, karena sejauh ini program harm reduction di 

Kota Makassar tidak terlalu banyak mempunyai SDM. Melalui program yang 

dilaksanakan L-PKNM seperti aplikasi bergerak KLIK, para pengguna Napza dapat 

melakukan self assessment dan juga bekerjasama dengan petugas penjangkau. Ini  

sangat membantu adherence mereka dan mempermudah akses layanan kesehatan. 

Untuk L-PKNM secara khusus, karena kita sudah cukup lama bermitra selama ini, 

tetap jaga semangat dan bersama-sama tetap melakukan upaya-upaya terbaik 

mungkin dari sisi penjangkauan dan pendampingan”. – dr. A. Mariani, M.HKes (Kepala 

Seksi P2 Dinas Kesehatan Kota Makassar) 
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Pelibatan Bermakna L-PKNM Pada Program Penanggulangan HIV-AIDS 

dan Bantuan Hukum Kasus Narkotika di Propinsi Sulawesi-Selatan & 

Kota Makassar 

Latar Belakang 

Beberapa kajian menunjukkan bahwa komunitas memiliki peran strategis dalam upaya 

penanggulangan HIV-AIDS dan pengurangan dampak buruk penyalahgunaan napza. 

Pengalaman menunjukkan upaya promotif, preventif, dan peer support cenderung banyak 

dilakukan oleh komunitas dalam hal ini organisasi masyarakat sipil atau orgaisasi berbasis 

komunitas. Partisipasi komunitas merupakan aspek yang potensial untuk menunjang 

penanggulangan HIV-AIDS dan napza. Oleh karena itu, pelibatan bermakna suatu organisasi 

komunitas sangat penting guna memaksimalkan suatu program. Strategi seperti ini tentunya 

perlu dilakukan agar dapat menekan stigma dan diskriminasi pada komunitas populasi kunci 

yang terdampak langsung. Di Kota Makassar sendiri, pelibatan komunitas populasi kunci 

dengan organisasi pemerintah daerah dan stakeholder lintas-sektor sejauh ini dapat 

dikatakan sudah berjalan dengan baik.  

Proses 

Pelibatan bermakna L-PKNM sebagai organisasi komunitas pengguna napza di Kota 

Makassar telah dilakukan sejak 2012. Saat itu proses pendekatan dimulai kepada KPA 

Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, serta Kepala Biro Bina Napza dan HIV-AIDS 

Setda Provinsi Sulawesi Selatan.  

Seiring waktu berjalan, pelibatan bermakna L-PKNM pada upaya penanggulangan HIV-AIDS 

dan Napza di Kota Makassar maupun di Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung dengan baik. 

Ini tentunya didukung konsistensi L-PKNM dalam menjalankan program kerjanya. Selain itu, 

L-PKNM juga berusaha aktif menghadiri berbagai undangan dari stakeholder terkait.  

Hasil 

- Dukungan pengadaan sekretariat L-PKNM dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan melalui 

Biro Bina Napza dan HIV-AIDS Setda Provinsi Sulawesi-Selatan, tahun 2012 – 2017  

- Pelibatan perwakilan L-PKNM dalam pokja Harm Reduction di KPAP Sulawesi Selatan 

melalui SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2018 hingga sekarang. Ini 

tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan & Lampiran Susunan Pengurus 

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sulawesi Selatan, periode 2021 - 2025 No: 62/I/ 

Tahun 2021 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sulawesi 

Selatan 

- Adanya 1 orang petugas lapangan/ Manajer Kasus program Community Led-Mobile 

Based Harm Reduction yang dikontrak oleh organisasi lembaga bantuan hukum yang 

bertugas menjadi paralegal khusus untuk kasus narkotika, 

Pembelajaran 

Dengan tercapainya pelibatan L-PKNM secara bermakna dalam sejumlah program HIV-AIDS 

dan narkoba, maka terbangun pula kepercayaan dari berbagai pihak. Dengan demikian, L-

PKNM sebagai organisasi komunitas pengguna Napza di Kota Makassar dapat meningkatkan 

posisi tawar, menjaga eksistensi, serta dapat memberikan saran atau kritik pada berbagai 
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upaya penanggulangan HIV-AIDS dan Napza, serta menurunkan stigma terhadap pengguna 

narkoba.  

 

"Berkat program ini, akses bantuan hukum khususnya dari kawan-kawan pengguna 

napza di Kota  Makassar perlahan meningkat…Harapan kami dari PBHI Sulsel,  

program ini dapat terus berlanjut dan berkembang sebagai upaya meningkatkan akses 

bantuan hukum untuk perlindungan dan jaminan hak asasi manusia bagi pengguna 

napza di Kota Makassar" – Syamsumarlin, SH (Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan 

Hukum PBHI Wil. Sul-Sel) 
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Podcast Video Ballatta 

Latar Belakang 

Podcast kian popular di kalangan anak muda dan popularitasnya terus naik di berbagai 

negara. Menurut survey Reuters Institute bersama University of Oxford pada tahun 2019, lebih 

dari sepertiga orang segala umur di 38 negara mendengarkan podcast. Bahkan, separuh 

responden berusia kurang dari 35 tahun kini menikmati podcast. Ada prediksi, pada 2024 

sebanyak 2,2 miliar orang mendengarkan podcast setiap bulannya.  

Laporan terbaru We Are Social, ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia pada 2020. 

Dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri 

ini.  

Podcast punya manfaat tak hanya bagi pendengar tetapi juga mereka yang menjalankannya, 

biasa disebut podcaster. Podcast bisa jadi sarana podcaster dalam menyalurkan hobi mereka 

yang suka diskusi mengenai topik tertentu. Di Kota Makassar hingga saat ini belum ada 

sarana konten podcast yang khusus membahas topik pembahasan seputar HIV-AIDS dan 

napza.  

Di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan, pengguna napza muda di Makassar 

menghabiskan waktu dengan mengakses internet melalui smartphone-nya setelah 

mengonsumsi napza. Hal ini sesuai dengan temuan dari program harm reduction dan HIV 

yang dijalankan L-PKNM selama dua tahun terakhir, baik melalui program community-led 

mobile-based harm reduction dukungan EJAF dan Rumah Cemara, maupun dari aktivitas 

penjangkauan langsung terhadap pengguna napza di Makassar yang 60 persennya di bawah 

35 tahun.   

Proses 

Melihat strategisnya podcast di tengah pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan 

berakhir, pada akhir 2020 L-PKNM melakukan terobosan untuk memanfaatkan podcast 

sebagai investasi untuk keberlanjutan organisasi. Podcast ini dirancang untuk memudahkan 

akses informasi soal HIV napza, terutama bagi pengguna napza muda dan pasangan seksnya 

di Kota Makassar.  

Hasil 

- Terbentuknya studio mini video podcast L-PKNM (Ballatta Podcast);  

- Tersedianya 12 konten video podcast bertopik HIV-AIDS dan Napza;  

- Setiap pembuatan dan penyiaran konten akan menyesuaikan dengan kebutuhan, isu 

prioritas dan dijalankan sepenuhnya oleh komunitas pengguna Napza, dan 

- Tersedianya kanal youtube komunitas yang memuat konten khusus tentang Napza, HIV-

AIDS dan isu seputar komunitas populasi kunci. 

Pembelajaran 

Video podcast dapat menjadi media informasi pengurangan dampak buruk napza dan HIV 

yang aman selama pandemi covid-19. Podcast juga dapat meningkatkan pemahaman akan 

harm reduction dan HIV, serta menjadi media perubahan perilaku khususnya bagi pengguna 

narkoba muda dan pasangan seksnya di Kota Makassar. 

https://www.youtube.com/channel/UCSlHebOShhQG69MTZUjmZGA 

https://www.youtube.com/channel/UCSlHebOShhQG69MTZUjmZGA
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Penganggaran Progam Harm Reduction melalui Dukungan APBD 

Tahun 2020  

Latar Belakang 

HIV dan AIDS bukan lagi sekadar masalah kesehatan, melainkan juga berkaitan dengan 

politik,  ekonomi,  sosial, etika, agama dan hukum. Bahkan, dampaknya secara nyata, cepat 

atau lambat , menyentuh  hampir  semua aspek kehidupan manusia. Pemerintah Kota 

Pontianak melalui  Komisi  Penanggulangan  AIDS (KPA) Kota Pontianak mulai melakukan 

strategi respons penanggulangan AIDS dengan menyusun Rencana Strategi 

Penanggulangan AIDS setiap lima tahun. Salah satu prinsip dalam upaya penanggulangan 

HIV dan AIDS adalah penyelenggaraannya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah 

secara bersama berdasarkan prinsip kemitraan 

Proses 

Yayasan Pontianak Plus bekerjasama dengan KPA Kota Pontianak melakukan audensi 

dengan Wakil Walikota Pontianak dan Bappeda Kota Pontianak. Audiensi itu ditindaklanjuti 

dengan pertemuan formal terkait advokasi anggaran penanggulangan AIDS di Kota 

Pontianak. Urgensi program pengurangan dampak buruk narkoba menjadi  isu prioritas  untuk 

disampaikan kepada seluruh stakeholder terkait.  

Hasil 

Pemerintah Kota Pontianak melalui APBD tahiun 2020 telah menganggarkan dana sebesar 

Rp114.378.100 untuk program HIV dan pengurangan dampak buruk narkoba. Anggaran 

tersebut masuk dalam RKA Dinas Kesehatan Kota Pontianak.  

Pembelajaran 

Perlu adamya political will diikuti dengan tindakan politik  atau political action. 

Keberlangsungan penganggaran Harm Reduction menjadi tantangan ke depan jika dikaitkan 

dengan kontribusi Pemerintah Kota Pontianak dalam mengakhiri AIDS pada 2030. 
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Memperjuangkan Hak Pengguna Narkotika Perempuan untuk 

Rehabilitasi 

Latar Belakang 

Peristiwa bermula dari informasi yang didapatkan salah satu mitra kerja Medan Plus, yaitu 

Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) pada 8 Februari 2021. Salah satu anggota 

OPSI tertangkap oleh aparat dari Polsek Sunggal dalam kasus narkotika. Medan Plus 

menindaklanjuti dengan bertemu keluarga klien. Diperoleh kronologi antara lain peristiwa 

berlangsung di wilayah Paya Geli Medan Sunggal, pada 6 Februari 2021 pukul 14.00. Ada 7 

orang yang tertangkap, terdiri dari 3 perempuan dan 4 laki-laki.  

Proses 

Pendampingan klien PWUD di Polsek Sunggal, MIB, dan Balai rehabilitasi Insyaf pada 8 

Februari hingga 18 Februari 2021.  

Setelah mendapatkan informasi kronologi kejadian, paralegal JIP (Jaringan Indonesia Positif) 

dan peer educator bersama dengan keluarga klien mendatangi Polsek Sunggal. Tujuannya, 

bertemu dengan penyidik untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Akan tetapi proses 

ini ditolak mentah-mentah oleh penyidik dengan alasan keluarga klien dinilai tidak memiliki 

sopan santun. Penyidik mengatakan jika membutuhkan BAP harus bersama dengan kuasa 

hukum.  

Selanjutnya, peer educator dan paralegal JIP yang juga menjadi tim advokasi Medan Plus 

berkoordinasi dengan sebuah biro hukum untuk berkonsultasi terkait kasus ini. Bersama 

dengan biro hukum, Medan Plus, paralegal JIP dan peer educator mengajukan permohonan 

agar dilakukan asesmen terhadap klien kepada penyidik. Responnya cukup baik dan segera 

ditindaklanjuti dengan asessmen terhadap klien. 

Pada 13 Februari, pukul 22.00 WIB, keluarga dihubungi penyidik Polsek Sunggal agar datang 

dan turut menyerahkan klien ke panti rehabilitasi MIB serta untuk mendaftarkan klien dalam 

program wajib lapor. Penyerahan klien selesai pada pukul 1.00 WIB dan dipulangkan kepada 

pihak keluarga.  

Tantangan 

1. Aparat di Polsek Sunggal tidak memahami arti dari asesmen itu sendiri, dan siapa yang 

harus melakukan asesmen. 

2. Pengajuan asesmen klien tidak dilakukan oleh BNNP melainkan oleh MIB (selaku IPWL), 

di mana sebenarnya prosedur ini tidaklah benar.  

3. Pihak keluarga diminta uang sebesar Rp.1 juta untuk biaya asesmen.  

Hasil  

Pada 18 Februari 2021, klien telah dirujuk ke Balai Rehabilitasi Insyaf oleh keluarga dan 

didampingi oleh paralegal JIP dan peer educator dari Medan Plus.  

 


